PENYIMPANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PENYIDIK






Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT 
Raja Grafindo Persada, Jakarta. 
Andi Hamzah, 2006, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta. 
----------------, 2010, Delik - Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, 
Jakarta. 
Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta 
Indah Sri Utari, 2012, Aliran dan Teori dalam Kriminologi, Dua Satria Offset, 
Yogyakarta 
Ismu Gunadi, 2016, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, 
Jakarta 
Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra 
Aditya Bakti. 
Mahrus Ali, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. 
Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. 
Muhammad  Mustofa,  2013, Metodologi Penelitian  Kriminologi,  
Kencana, Jakarta. 
Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri, 
Laksbang Mediatama, Surabaya. 
R. Abdussalam, 2009, Hukum Kepolisian (Sebagai Hukum Positif 
dalamDisiplin  Hukum Yang Telah Direvisi), Restu Agung, Jakarta. 
R.Soenarto Soerodibroto, 2009, KUHP dan KUHAP, Rajawali Pers, Jakarta. 
R.Soesilo, 1996, KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, 
Bogor. 
SoerjonoSoekanto, 2004, Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
PenegakanHukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 




Supriadi, 2016, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Sinar 
Grafika, Jakarta. 
Suratman dan Philips Dillah, 2016, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, 
Jakarta. 
Suwarni, 2010, Reformasi Kepolisian (Studi atas Budaya Organisasi dan 
PolaKomunikasi), UII Press, Yogyakarta. 
Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. 
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2016 Tentang Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian 
C. SUMBER-SUMBER LAIN 
Data Reskrim Penyelesaian Perkara Kepolisian Resort Kabupaten Pesisir 
Selatan Data Reskrim Penyitaan Barang Bukti Kepolisian Resort Kota 
Painan 
 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, Kamus Besar 











Koran Painan Ekspres tanggal 4 Agustus 2016 
 
